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1.1 Latar Belakang  
Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan 
yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan 
dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sudut 
pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang 
mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak 
perusahaan berusaha melaukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan 
lebih sedikit. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib 
pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil 
mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan 
ekonomis perusahaan. Suanday (2008) dalam Wati (2016). Kondisi itulah yang 
menyebabkan banyaknya perusahaan berusaha memakai cara untuk 
meminimalkan biaya pajak yang dibayar. Oleh sebab itu, penghindaran pajak 
perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap optimis dengan 
melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak 
untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham                            
(Minnick dan Noga 2010) dalam Santoso (2012). 
Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan 
penghindaran pajak (Tax Avoidance) dimana perusahaan berusaha mengurangi 
beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-





undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, 
manajemen pajak dilakukan melalui penggelapan pajak (Tax Evasion) dimana 
penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar 
peraturan perundang-undangan perpajakan (Sulastri Fitri, 2016). 
Berkembangnya praktik pnghindaran pajak atau (Tax Avoidance) ini 
didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya 
perekonomian suatu negara akam memberi peluang bagi perusahaan untuk 
melakukan usahanya.  Perusahaan akan semakin mudah untuk mengembangkan 
usahanya hingga keluar negeri di tengah persaingan dunia usaha yang semakin 
ketat, pengusaha akan berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan 
berusaha untu melakukan efisiensi pajak. Dalam melakukan praktik penghindaran 
pajak, perusahaan dipengaruhi oleh Dewan Komisaris dan Struktur Kepemilikan 
(Elsiana Ruddian, 2015). Namun dari sisi pemerintah dalam upaya untuk 
mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak tidak lepas dari sebuah 
kendala . penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar 
pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. hal ini dikarenakan wajib pajak 
berusaha seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan 
dengan melakukan praktik penghindaran pajak ( Tax Avoindance) tersebut. 
Manajemen pajak perlu diawasi agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar 
undang – undang.  
Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui 
kebijakan yang diambil oleh pdrusahaan itu sendiri. dimana pimpinan perusahaan 





karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki 
karakter risk taker  dan risk averse yang tercermin dari besar kecilnya resiko 
perusahaan (Desnia, 2016). Semakin tinggi resiko suatu perusahaan, maka 
eksekutif cenderung bersifat risk taker. Sebaliknya,semakin rendah resiko suatu 
perusahaan, maka eksekutif cenderung  bersifat risk averse. Pemimpin perusahaan 
yang bersifat risk taker akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan 
walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain itu pemilik karakter ini juga 
tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk 
pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lewellan, 2003). 
Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang 
menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang 
menentukan arah kinerja perusahaan. Forum for Corporate Governance in 
Indonesia (FCGI, 2001) mendefinisikan corporate governance sebagai 
seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, 
pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan 
intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka 
dengan tujuan tata kelola perusahaan adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi 
pihak-pihak pemegang kepentingan. Isu corporate governance mulai berkembang 
pada tahun 1998, ketika di Indonesia mengalami krisis moneter. Banyak pihak 
yang menyatakan pendapatnya bahwa lamanya proses pemulihan krisis di 
Indonesia disebabkan oleh lemahnya tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh 





Tata kelola perusahaan merupakan sistem dan struktur yang mengatur 
hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham 
mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan 
(corporate governance) berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan 
kepentingan pemegang saham (principle) dengan pihak manajemen (agent). 
Masalah dalam corporate governance terjadi karena adanya pemisahan antara 
kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris yang berperan 
sebagai agen dalam suatu perusahaan diberi wewenang untuk mengurus jalannya 
perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, namun agen tersebut 
memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. 
Terkait fenomena praktik penghindaran pajak dalam skala besar pernah 
terjadi di Indonesia yakni melibatkan salah satu perusahaan tambang batu bara 
milik Grup Bakrie yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources Tbk. 
dan PT Arutmin yang diduga terkait tindak pidana pajak tahun 2007. Direktorat 
Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) di bawah kepemimpinan mantan Menteri Keuangan 
Sri Mulyani pada tahun 2009 mengungkap Bumi Resources, Kaltim Prima Coal 
(KPC), dan Arutmin terindikasi penghindaran pajak senilai Rp 2,176 triliun. 
Menurut laporan Ditjen Pajak, tunggakan pajak paling besar adalah KPC senilai 
Rp 1,5 triliun, sementara Bumi Resources Rp 376 miliar dan Arutmin Rp 300 
miliar (http://www.ima-api.com). Fenomena penghindaran pajak lainnya seperti 
dimuat di berita online (www.neraca.co.id) pada tanggal 5 Juli 2013. Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan bahwa 





kepada negara. Secara konservatif perusahaan yang tidak membayar pajak 
memberikan kerugian negara mencapai Rp 100 sampai Rp 120 triliun rupiah.  
Terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan hubungan corporate 
governance terhadap penghindaran pajak, diantaranya (Annisa 2011) dalam 
penelitiannya menyatakan bahwa komisaris yang lebih sedikit akan membuat 
dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berivestasi dalam 
manajemen pajak. Komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk 
mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan 
perilaku oportunistik mereka Wati (2016) Komisaris independen dianggap sebagai 
mekanisme pemeriksa dan penyeimbang didalam meningkatkan efektivitas dewan 
komisaris. Maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin 
banyak dalam (Ruddian, 2016). Beberapa penelitian juga telah membutikan 
bahwa manjemen pajak merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan nilai 
perusahaan dan memberikan manfaat kepada pemegang saham (Graham dan 
Tucker,2006) Philips (2003) berpendapat bahwa pemberian kompensasi berperan 
motivasi kinerja manejer dalam meminimalisasi tingkat pajak efektif perusahaan.  
Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik 
yang sama dengan penelitian ini penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Fadilah 
(2014) dalam penelitiannya menunjukkan dewan komisaris independen, 
kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Fitri 
Damayanti dan Tridahus Susanto (2015) dalam penelitiannya mengatakan 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindarab pajak. Fenny 





tax avoidance. Sedangkan penelitian yang dilakukan Yoli Oktafiani Sari (2016) 
menemukan komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Selain itu, 
penelitian dari Elsiana Ruddian (2015) yang dalam penelitiannya menyatakan 
bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap  
penghindaran pajak.   
Dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan bahwa penghindaran 
pajak (tax avoidance) dapat dipengaruhi oleh Jumlah Dewan Komisaris 
Independen, Srtuktur Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manejerial dan 
Komite Audit. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan  Fenny 
Winata (2014) yang meneliti pengaruh corporate governance terhadap tax 
avoidance, Dan Desnia Wati (2016) yang meneliti tentang pengaruh mekanisme 
corporate governance, karakteristik eksekutif, dan Deferred tax expense 
terhadapap tax avoidance. Variabel kepemilikan manejerial ditambahkan dalam 
penelitian ini terdapat pada penelitian Elsiana Ruddian (2015) yang meneliti 
pengaruh tata kelola perusahaan terdahap tax avoidance. Dalam penelitian ini 
peneliti mengukur Tax Avoidance dengan menggunakan model Cash Effective 
Tax Rate (CETR), yaitu besarnya pajak dibayarkan perusahaan dibagi laba 
sebelum pajak. 
Penelitian ini mengambil objek perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
BEI periode 2013-2016. Alasan peneliti mengambil sektor pertambangan ini 
dikarenakan sektor ini mampu memberikan keuntungan besar jangka panjang bagi 
para investor sehingga laporan keuangan sektor ini menjadi bahan perhatian bagi 





Dengan adanya perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti 
terdahulu, maka peneliti ini akan mencoba kembali variabel yang sebelumnya 
pernah diteliti, dan menambahkan variabel independen yaitu kepemilikan 
manejerial. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul : 
 “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”. 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah :  
1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2013-2016?  
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2013-2016? 
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak 
pada perusahaan pertambangan tahun 2013-2016?   
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 
perusahaan pertambangan tahun 2013-2016? 
5. Apakah komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan 
manejerial, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada 
perusahaan pertambangan tahun 2013-2016 ? 
1.3 Tujuan Penelitian  






1. Untuk Mengetahui secara empiris pengaruh dewan komisaris independen 
terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2013-
2016. 
2. Untuk Mengetahui secara empiris pengaruh kepemilikan institusional 
terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2013-
2016. 
3. Untuk Mengetahui secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial 
terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2013-
2016.  
4. Untuk Mengetahui secara empiris pengaruh komite audit terhadap 
penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2013-2016. 
5. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, kepemilikan 
institusional, kepemilikan manejerial, dan komite audit terhadap 
penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2013-2016. 
1.4 Manfaat Penelitian  
Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian, 
diharapakan  hasil yang diperoleh didalam penelitian ini memiliki manfaat bagi : 
a. Akademisi hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 
pihak-pihak yang memebaca penelitian ini terutama yang berkaitan dengan 





governance, komisaris independen, beban pajak tangguhan terhadap tax 
avoidance pada perusahaan. 
b. Praktisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan 
pihak manjemen dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) 
yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang 
berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perussahaan di 
masa mendatang. 
c. Regulator, penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap 
regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan- kebijakan perpajakan 
sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat 
dimaksimalkan. 
d. Riset selanjutnya, hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan acuan 
atau daya tarik replikasi bagi peneliti di masa datang yang dibahas dalam 
penelitian ini. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan penelitian ini, maka sistem penulisannya akan dibagi ke 
dalam beberapa bab sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN. 
Bab ini membahas tentang latar  belakang maslah, perumusan masalah,           







BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. 
Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 
pengembangan hipotesis, dan desain penelitian. 
BAB III : METODE PENELITIAN. 
Bab ini berisi tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel 
penelitian, definisi operasional vaeriabel, serta metode analisis data. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 
Bab ini memaparkan dianalisis dengan menggunakan metode 
penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian 
yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan tentang 
hasinya. 
BAB V : PENUTUP. 
     Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.  
DAFTAR PUSTAKA 
